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BAB III 

 

 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

 

 

Berdasar penelitian yang penulis lakukan maka didapatkan kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Dalam prakteknya asas praduga tak bersalah belum sepenuhnya berjalan 

dengan baik, dikarenakan masih adanya tindak kekekerasan yang 

dilakukan polisi terhadap tersangka. 

   2. faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan asas praduga tak 

bersalah adalah : 

a. Faktor Intern 

  Faktor yang berasal dari dalam institusi Kepolisian yang sudah 

membudaya dalam melakukan proses penyidikan, adapun kendala dari 

dalam yang menghambat pelaksanaan asas praduga tak bersalah adalah 

sikap arogansi dari oknum polisi yang melakukan tindakan melanggar 

asas praduga tak berasalah seperti melakukan kekerasan dalam proses 

penyidikan. Polisi lebih cenderung mengejar pengakuan dari seorang 

tersangka. 

b. Faktor Ekstern 

  Fator ekstern adalah faktor yang bersal dari luar institusi 

kepolisian. Sikap tersangka atau saksi yang tidak mau bekerja sama, 

tidak jujur dan tidak memeberikan keterangan benar yang secara tidak 
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langsung menghambat jalannya penyelesaian suatu kasus pidana. Sikap 

tersebut  kadang memicu oknum polisi untuk melakukan tindakan yang 

bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Seperti memeksa 

tersangka untuk mengakui perbuatannya dengan cara kekerasan. 

c. Dari segi  peraturan perundang-undangan 

   Kendala ini berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu 

tidak adanya sanksi yang jelas dan tegas mengakibatkan terjadinya 

pelanggaran-pelanggaran asas praduga tak bersalah dan hak-hak 

tersangka. Dalam undang-undang hanya mengatur mengenai apa yang 

menjadi hak-hak tersangka sedang sanksi terhadap pelanggarannya 

tidak diatur, hal ini memberi celah hukum untuk dilanggar. 

 

B. SARAN 

Adapun Saran yang diberikan Penulis adalah : 

1. Bagi Polisi 

Polisi didalam menjalankan tugas dan kewajibannya pada saat 

penyidikan diharapkan lebih mengedepankan hak asasi manusia dan asas 

praduga tak bersalah dengan benar-benar memenuhi hak-hak bagi seorang 

tersangka. Aparat penegak hukum diharapkan lebih profesional lagi dalam 

menjalankan tugas dan kewajibannya meminimalisir praktek-praktek 

arogansi dan penyalahgunaan wewenang. 

 

 

 

 



47 

 

2. Bagi Tersangka 

Seorang tersangka diharapkan bersikap jujur dan memberikan 

keterangan yang sebenarnya. Agar polisi tidak perlu lagi melakuakn 

tindakan-tindakan kekerasan guna menggali suatu informasi dari seorang 

tersangka. 

3. Pembentuk Peraturan perundang-undangan 

Untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik 

dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Jadi dalam hal ini 

pemerintah hendaknya melaksanakan usaha untuk mewujdkan perundang-

undangan yang lebih melindungi hak asai tersangka dan sanksi tegas terhadap 

yang melanggar. 
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